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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat 

rahmat dan petunjukNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Badan Pendapatan Daerah  Kota Bontang Tahun 2021 dapat diselesaikan 

dengan baik dan sesuai ketentuan. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bontang dimaksudkan untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota 

Bontang dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021. Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah ini mencerminkan tentang pencapaian 

sasaran, kinerja dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi bagi seluruh 

jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam rangka 

melaksanakan kegiatan di masa mendatang 

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan 

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021. Dengan 

segala  keterbatasan pada  laporan kinerja  ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi para pengguna laporan dan bermanfaat sebagai 

perbaikan kinerja Badan pendapatan Daerah Kota Bontang di masa 

mendatang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bontang,       Maret 2022 
 

Kepala, 
 
 

 

 

 

Rafidah, SE.,M.Si 
Pembina  

NIP. 197003232001122003 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29  Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah,  Badan Pendapatan 

Daerah Kota Bontang menyusun Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah  

(LKIP)  Tahun  2021  guna  melaporkan  capaian kinerja yang dicapai oleh 

Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2021. 

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun 

ketiga atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) tahun 2019-2021 

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. 

Badan Pendapatan Daerah Kota  Bontang  secara  bertahap  

berusaha  mencapai sasaran strategis , yaitu : 

 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara umum 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari 

pencapaian indikator kinerja, namun demikian dukungan dan kerja sama 

dari masyarakat dan instansi terkait masih sangat diperlukan agar tercapai 

hasil yang optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Dasar Pembentukan Organisasi 

 Dasar pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah serta didukung dengan Peraturan Wali Kota 

Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. 

 Dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan 

bahwa bentuk organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tipe B 

dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan. 

B. Tugas dan Fungsi 

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang membantu Wali Kota 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan 

yang menjadi kewenangan daerah.berdasar pada Peraturan Wali Kota 

Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang pendapatan. 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang  urusan 

pemerintahan bidang pendapatan. 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis fungsi penunjang  urusan pemerintahan bidang pendapatan. 
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4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah bidang pendapatan. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan 

tugas dan fungsi Bapenda. 

C. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota 

Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, yang membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

3. Bidang Perencanaan, Pembukuan dan Pengendalian Operasional, 

yang membawahi : 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi 

Pendapatan Daerah 

b. Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian Operasional 

4. Bidang Pelayanan Pajak, yang membawahi : 

a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan 

b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan 

5. Bidang Pajak bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, yang membawahi : 

a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi 
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D. Sumber Daya Aparatur 

 Susunan kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah 

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebanyak 98 Orang, 13 

orang pejabat struktural, 30 orang  pegawai non struktural, dan 55 orang Non 

PNS.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 
Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang, Jenis Kelamin, 

dan Tingkat Pendidikan 
 

 
 

E. Aspek Strategis Organisasi 

 Memperhatikan atas keberadaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Pendapatan Daerah, yang diposisikan selaku OPD Penghasil dari 

pengelolaan pajak dalam tatanan suatu pemerintahan daerah, serta 

menyadari meningkatnya kebutuhan alokasi anggaran daerah untuk 

mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah, menjadi 

tuntutan besar bagi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan peranan 

dan kinerjanya di masa-masa mendatang.  

Penyusunan strategi peningkatan PAD khususnya dari sektor Pajak 

Daerah secara sistematis dan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan 

Daerah haruslah menjadi fokus perhatian (center focus). Berbagai 

pembenahan baik dari sisi kelembagaan, personil maupun sumber daya 

lainnya serta penyusunan program dan kegiatan yang diarahkan untuk 

SDM 

Pangkat/Gol 

Ruang 

Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 

JUMLAH 
PEGAWAI IV III II I L P S2 S1 

D3/

D2 

SLTA SLTP SD 

PNS 3 22 18 1 26 17 3 15 8 17 1 - 43 

Non PNS - - - - 23 32 1 21 1 32 - - 55 

JUMLAH 98 
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optimalisasi penerimaan pajak daerah,. Beberapa aspek strategis yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi di antaranya adalah : 

1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan. 

2. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Badan Pendapatan 

Daerah dan Mitra Kerja Intansi / OPD pemungut. 

3. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak 

daerah. 

4. Tercapainya target penerimaan PAD. 

5. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan. 

7. Tersedianya aturan/dasar hukum sebagai pendukung intensifikasi 

pendapatan daerah. 

F. Isu Strategis 

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang mempunyai tanggung jawab 

mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah, setelah melalui 

analisa kondisi dan potensi pajak maka dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang harus dijadikan fokus perhatian dan prioritas adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal. 

2. Sistem Informasi Pajak Daerah yang belum optimal. 

3. Potensi Pajak Daerah belum seluruhnya tergali. 

4. SDM Aparatur yang masih kurang dan belum memenuhi kriteria. 

5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang masih kurang. 

6. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Pajak Daerah dan 

Pembayaran PBB masih kurang. 

7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD belum optimal. 
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G. Sarana dan Prasarana Kerja 

Sarana dan prasarana kerja berdasarkan data rekapitulasi barang 

inventaris milik daerah tahun 2021, tercatat aset Badan Pendapatan Daerah 

Kota Bontang adalah sebagai berikut : 

 Tabel 1.2 
Rekapitulasi Barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2021 

No. Nama Bidang Barang 
Jumlah 

Barang 
Nilai Barang (Rp.) 

1. Mesin dan Peralatan 766 Unit 5.500.986.958 

 a. Alat besar 2 unit 5.000.000.000 

 b. Alat-alat angkutan 33 unit 3.225.604.500 

 c. Alat-alat bengkel dan alat ukur 21 unit 168.551.000 

 d. Alat Pertanian 3 unit 15.840.000 

 e. Alat-alat kantor dan rumah 

tangga 

446 unit 1.975.164.757 

 f. Alat-alat studio dan 

komunikasi 

17 unit 149.964.772 

 g. Alat Laboratorium 48 unit 346.555.000 

 h. Alat persenjataan 1 unit 3.220.000 

 i. Komputer 195 unit 2.301.881.084 

2.  Gedung dan Bangunan 9 Unit 3.250.694.659 

 a. Bangunan gedung 9 unit 3.250.694.659 

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3 unit 416.854.836 

 a. Bangunan air/irigasi 2 unit 286.588.000 

 b. Instalasi 1 unit 130.266.836 

TOTAL 778 unit 11.859.330.608 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Perencanaan Strategis 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah 

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan 

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala 

Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam 

yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan,. Rencana  Strategis Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 

(tiga) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.  

Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 

tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bontang yang merupakan dokumen 

perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bontang dimuat program dan kegiatan prioritas 

yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

1. Visi 

 Visi merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi ideal yang 

diinginkan stakeholders Kota Bontang pada masa mendatang. Visi Kota 

Bontang 2016-2021 adalah: 

"Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan 

Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan 

Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" 

2. Misi 

Misi merupakan tekad yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi 

dapat terlaksana dan berhasil baik sesuai dengan visi yang telah 
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ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi  Pemerintah Kota Bontang Tahun      

2016 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan misi pembangunan sebagai 

berikut : 

a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia 

b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan 

kualitas lingkungan hidup 

c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui 

pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritime 

3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa 

strategis. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam 

kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan Badan Pendapatan 

Daerah Kota Bontang 2019-2021 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis. 

Tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pendapatan 

Daerah Kota Bontang sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 

 
 

B.  Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.  

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah 

Tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO
. 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET KINERJA TAHUN 

2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
1. 

 
Meningkatnya 
kemandirian 
pembiayaan 
pembangunan 
daerah 
 
Indikator : 

persentase 
pendapatan asli 
daerah terhadap 
pendapatan 
daerah 

 
Meningkatnya 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD)  

 
Persentase 
peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

 
 
 

 
 
 

 
9% 

 
 
 
 
 
 

 

 
9,5% 

 
 
 
 
 
 
 

 
9,6% 
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Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama 

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2019-2021 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

PENJELASAN 

 

FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN 
SUMBER DATA 

1 Meningkatnya 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Persentase 

Peningkatan PAD 

persen 

Realisasi PAD tahun perhitungan - Realisasi 

PAD tahun lalu 
------------------------------------x 100 

Realisasi PAD tahun lalu 

Laporan Rekapitulasi 

Realisasi Anggaran 
dan Belanja Daerah 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja 

tahunan  sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan 

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan 

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan 

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun 

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan 

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan 

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga 

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.  

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 

2021 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 

2019 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2021, Badan Pendapatan Kota Bontang telah 

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang  

Tahun 2021 
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D. Rencana Anggaran Tahun 2021 
 

Pada   Tahun   Anggaran   2021  Badan Pendapatan Daerah   

melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar 

Rp.16.888.584.394,00  Melalui mekanisme  perubahan  APBD  2021 

menjadi  Rp.18.461.047.144,00  Dengan rincian Belanja Operasi 

Rp .17.515.126.051,00 dan Belanja Modal   Rp.945.921.093,00. Adapun   

realisasi  anggaran   sebesar  Rp.17.214.826.318,00 (92,35%) dengan  

rincian  untuk  Belanja Operasi Rp.16.276.903.727,00 dan  Belanja Modal 

sebesar Rp.937.922.591,00 

Tabel 2.4 
Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang  

Tahun 2021 

 

 

 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 

 

Meningkatnya Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

 

Persentase Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

9,6% 

No. Uraian 
Tahun Anggaran 2021 

Anggaran Belanja 
(Rp.) 

Realisasi 
Belanja  (Rp.) 

% 

1. Belanja Operasi 17.515126.051,00 16.276.903.727,00 92.93 

2. Belanja Modal 945.921.093,00 937.922.591,00 99,15 

Jumlah 18.461.047.144,00 17.214.826.318,00 92,35 
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A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 

Sebelumnya 

Badan Pendapatan Daerah telah menyusun LKIP tahun 2020 dan telah 

dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah, dimana Badan Pendapatan 

Daerah  memperoleh nilai sebesar 70,14 yang menunjukkan dalam kategori 

BB atau Sangat Baik. Penilaian dilakukan  terhadap 5 (lima) komponen besar 

manajemen kinerja dengan akumulasi penilaian sebagai berikut : 

Tabel 3.1  
Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP 

 

 

 

 

 

Terhadap evaluasi tersebut Inspektorat Daerah memberikan 

rekomendasi Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Komponen Yang Nilai Bobot Nilai 2019 

1 Perencanaan Kinerja 30 25,02 

2 Pengukuran Kinerja 25 17,50 

3 Pelaporan Kinerja 15 10,60 

4 Evaluasi Internal 10 8,02 

5 Capaian Kinerja 20 9,00 

 Nilai Hasil Evaluasi  100 70,14 
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Tabel 3.2 
Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah 

 

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu 

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan 

apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

No. Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 

1. Melakukan penetapan target 

kinerja dengan baik berdasarkan 

basis data yang memadai, 

argument dan perhitungan yang 

logis 

Belum ditindaklanjuit   

2. Target Kinerja Eselon III dan IV 

dimonitor pencapaiannya dan 

terdapat tindak lanjut terhadap 

rekomendasi yang diberikan 

Belum ditindaklanjuti  

3. Melakukan Reviu IKU Secara 

Berkala untuk menunjukkan kondisi 

yang lebih baik 

Belum ditindaklanjuti  Karena tidak 

melakukan 

review sasaran 

strategis pada 

Renstra OPD  

4. Melakukan penyajian data kinerja 

yang memadai pada Laporan 

Kinerja yaitu membandingkan 

dengan data kinerja instansi 

lainnya  

Belum ditindaklanjuti  

5. Menambahkan indikator kinerja 

sasaran agar pengukuran 

pencapaian kinerja lebih 

menyeluruh 

Belum ditindaklanjuti Karena tidak 

melakukan 

review sasaran 

strategis pada 

Renstra OPD  
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Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pendapatan 

Daerah Kota Bontang tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai berikut : 

Target indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah tahun 

2021 sebesar 9,6%, realisasi tercapai sebesar 23,08% sehingga capaian 

indikator kinerja sebesar 240,43% 

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah 

dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator tersebut dalam kerangka triwulan ditunjukkan oleh tabel 

berikut : 

Tabel 3.4 
Pengukuran Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2021 

 

 

No 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan Target (%) Realisasi (%) Capaian % 

1 

Persentase 
Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

persen 9,6 23,08 240,43 

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target 

Tahunan 

Triwulan Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 

Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  

Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

% 9,6 Triwulan 

I 

2,4 -14,29 

 

-595,32 

Triwulan 

II 

4,8 47,53 990,22 

Triwulan 

III 

     7,2 8,82 122,54 

Triwulan 

IV 

9,6 23,08 240,43 
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C. Analisis Capaian Kinerja 

Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari pengukuran 

kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana 

untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat 

mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan 

kegiatan. 

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 berdasarkan 

sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut  

 
Tabel 3.5 

Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 
 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar 

Rp.199.793.892.987,27 sedangkan tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah 

tercapai sebesar Rp.245.901.872.798,38 sehingga terjadi kenaikan sebesar 

Rp. 46.114.259.511,11 atau sebesar 23,08% terhadap tahun 2020. 

Target indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah tahun 

2021 sebesar 9,6%, realisasi tercapai sebesar 23,08 % sehingga capaian 

indikator kinerja sebesar 240,43% 

 
Tabel 3.6 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja Satuan 

Realisasi % Peningkatan 

/Penurunan 

Tahun 2021 
2020 2021 

1 2 3 4 5 7 (5-4/4*100) 

1. Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

% -8,66 23,08 366% 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % 

1 1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Meningkatnya 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  

Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

persen 9,6      23,08  240,43 
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Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar           

Rp.218.743.530.945,38 sedangkan tahun 2020 akibat adanya Pandemi 

Covid-19 Pendapatan Asli Daerah hanya tercapai sebesar 

Rp.199.793.892.987,27 sehingga terjadi penurunan sebesar 

Rp.18.949.637.958,15 atau sebesar -8,66 % terhadap tahun 2019, 

sedangkan Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2021 terhadap tahun 

2020 mengalami peningkatan sebesar 23,08% 

Tabel 3.7 
Perbandingan Realisasi 2021 dengan Target Akhir Renstra 

 

No. Indikator Kinerja Satuan 
Target Akhir 

RENSTRA 
Realisasi 

Tingkat 

Kemajuan 

1 2 3 4 5 6 

1. Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

% 9,6 23,08 240,43 

 
Capaian indikator persentase peningkatan PAD di tahun 2021 terhadap 

target akhir Renstra mencapai 240,43%, melampaui target yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 3.8  
Tingkat Efisiensi Anggaran Pencapaian Kinerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Sasaran Indikator 

% 

Capaian Kinerja 

(>100%) 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 4 5 6 (4-5) 

1. Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

240,43 93,26 147,17 
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Kendala -kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

1. Adanya Pandemi Covid-19 varian Delta sejak awal semester II tahun 

2021, sehingga Pemerintah Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada menurunnya 

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga realisasi pajak daerah dan 

retribusi daerah dari sejumlah sektor yang ada di Kota Bontang 

menurun. 

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan khususnya dari  

PT.Bontang Migas Energi, serta Perumda Aneka Usaha dan Jasa 

belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD hanya 

diperoleh dari Dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang 

ke dalam modal Bankaltimtara. 

3. Belum disusunnya database Potensi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang valid menyebabkan proyeksi target Pendapatan Asli 

Daerah yang belum maksimal. 

4. Masih lemahnya regulasi di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.16 

Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, yang 

mengakibatkan terjadi Lost PAD dari sektor Retribusi IMB  yang selama 

ini memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD, hal ini 

disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan kesiapan Pemerintah dalam 

menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Persetujuan 

Bangunan Gedung dimaksud. 



 

                    Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 

 

 

18 

 

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus  tentang optimalisasi PAD tahun 

2021 oleh BPK RI salah satu kendala dalam peningkatan PAD adalah 

struktur organisasi Bapenda Kota Bontang belum memenuhi sistem 

pengendalian internal sesuai PP 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah.  

6. Belum Optimalnya Pendidikan dan Pelatihan bagi staf untuk 

meningkatkan profesionalisme dan kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) pengelola Pajak Daerah yang berkualifikasi khususnya 

Pemeriksa Pajak dan  Juru Sita.  

7. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD Pemungut Retribusi Daerah 

dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

8. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

9. Pemanfaatan teknologi infomasi belum optimal. 

10. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam hal 

pelaporan dan membayar pajak. 

Berbagai upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya untuk meningkatkan 

Hasil Pajak Daerah di masa Pandemi Covid -19. Upaya - upaya yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk pembayaran pajak diberikan kemudahan berupa penundaan 

pembayaran pajak, penghapusan sanksi denda pajak, dan kemudahan 

angsuran. 

2. Khusus pelayanan BPHTB PTSL diberikan keringanan sebesar 50%, 

berdasarkan Peraturan WaliKota Bontang Nomor 7 Tahun 2020. 

3. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 

meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. 
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4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan PBB-P2 bagi 

Pegawai khususnya Bidang PBB dan BPHTB bekerjasama dengan KPP 

Pratama Kota Bontang dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Kota Balikpapan. 

5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data dengan OPD 

Pengelola Retribusi Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. 

Dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bontang dan instansi terkait maka realisasi Hasil 

Pajak Daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 

106,99%, dan Retribusi Daerah mencapai 108,27%. Kemudian dari sektor 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tercapai 100% dari 

target yang telah ditetapkan. Dari sektor Lain-lain PAD yang sah mencapai 

132,35 % dari target yang telah ditetapkan dengan penerimaan yang terbesar 

dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.9 
Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 

 

No Nama Rekening 
Anggaran 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 
% 

Capaian 

1 2 6 7 8 
1. Hasil Pajak Daerah 109.243.242.125,00 116.883.388.141,45 106,99 

2. Hasil Retribusi Daerah 2.712.863.920,00 2.937.297.589,01 108,27 

3. Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

2.747.614.686,00 2.747.614.686,00 100 

4. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah 
93.185.496.942,00 123.333.572.381,05 132,35 

 
TOTAL 207.889.217.673,00 245.901.872.798,38 118,29 
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E.  Realisasi Anggaran 

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah 

sebesar Rp.18.461.047.144,00 dengan realisasi sebesar 

Rp.17.214.826.318,00 atau 93,26%. 

Tabel 3.10 
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 

 

No Sasaran Strategis 
Anggaran 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 
% 

Capaian 

1 2 6 7 8 
1. Meningkatnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  
3.393.014.314 3.250.397.869 95,80 

 
TOTAL 3.393.014.314 3.250.397.869 95,80 

 
 

Tabel 3.11 
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan 

 

No Program/kegiatan 
Anggaran 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN  

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

14.689.512.508 13.601.970.629 92,60 

 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
19.917.272 18.272.500 91,74 

 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
10.725.000 9.287.500 86,60 

 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

9.192.272 8.985.000 97,75 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.794.110.876 9.854.553.582 91,30 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.731.625.852 9.792.259.357 91,25 

 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 
59.347.524 59.156.725 99,68 

 
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran 
3.137.500 3.137.500 100 

 
Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 
427.640.000 390.043.300 91,21 

 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 
199.890.000 189.990.000 95,05 

 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
227.750.000 200.053.300 87,84 
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 Administrasi Umum Perangkat Daerah 731.283.927 723.205.205 98,90 

 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
25.985.402 24.212.850 93.18 

 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
147.263.519 145.658.405 98,91 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.126.965 81.359.300 96,71 

 
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 
53.020.041 51.874.000 97,84 

 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 
8.400.000 8.400.000 100 

 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
412.488.000 411.700.650 99,81 

 
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
30.064.999 28.730.000 95,56 

 Pengadaan Mebel 30.064.999 28.730.000 95,56 

 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
2.241.868.784 2.163.597.524 96,51 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 100 

 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 
280.910.000 270.597.918 96,33 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.954.958.784 1.886.999.606 96,52 

 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
444.626.650 423.568.518 95,26 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

338.053.750 327.664.145 96,93 

 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.750.000 61.673.473 87,17 

 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 
35.822.900 34.230.900 95,56 

 
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 
378.520.322 362.457.820 95,76 

 
Koordinasi dan Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah 

378.520.322 362.457.820 95,76 

 
Koordinasi Perencanaan Anggaran 

Pendapatan 

378.520.322 362.457.820 95,76 

 
PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH  
3.393.014.314 3.250.397.869 95,80 

 
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah 
3.393.014.314 3.250.397.869 95,80 

 
Penyuluhan dan Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak Daerah 
810.680.000 800.180,000 98,70 

 
Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak Daerah 
320.956.423 317.638.769 98,97 

 
Pengolahan, Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 
683.385.000 680.950.000 99,64 
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Penilaian Pajak Bumi dan Bangungan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

744.667.220 722.308.830 97,00 

 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 68.510.000 65.805.000 96,05 

 
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan 

Pajak Daerah 
594.540.671 545.704.670 91,79 

 
Pengendalian, Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak Daerah 
170.275.000 117.810.600 69,19 

 
TOTAL 18.461.047.144 17.214.826.318 93,25 
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Tabel 3.12 
Effisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahun 
Anggaran 

Belanja 
Realisasi Nilai Effisiensi % 

APBD 
Jumlah Program / Kegiatan yang 

dialokasikan 
Total Program / Kegiatan Ket. 

Belanja 

Pegawai 

Belanja Non 

Gaji dan 

Tunjangan 

Program Kegiatan 

Sub 

Kegiatan Program Kegiatan 

Sub 

Kegiatan 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

2021 18.461.047.144 17.214.826.318 1.246.220.826 93,25 9.792.259.357 7.422.566.961 3 9 28 3 9 28  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan 

Daerah Kota Bontang Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). 

Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2021 ini dapat 

menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. 

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam rangka 

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 

2021 sebesar  Rp.18.461.047.144,00 sedangkan realisasi anggaran 

mencapai Rp.17.214.826.318,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 

2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang kondisi anggaran adalah Silpa 

Rp.1.246.220.826,00 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang kepada pihak-

pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah 
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mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota 

Bontang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Bontang,       Maret 2022 

 
Kepala, 

 
 
 

 

 

 
Rafidah, SE.,M.Si 

Pembina  
NIP. 197003232001122003 
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